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BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara global, pembangunan dibidang ekonomi merupakan cara dalam 

memperluas pembangunan nasional, dalam rangka untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut 

dipertegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat 

yang menyebutkan bahwa “...dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa,...”, sehingga untuk menerapkan 

kesejahteraan bangsa khususnya masyarakat diperlukanlah kedinamisan 

pembagunan dibidang ekonomi yang mana dalam mewujudkan kehidupan

A.

yang sejahtera tentu sangat dibutuhkan interaksi antar manusia, sehingga

pemenuhan kebutuhan hidupnya dan kehidupan sosialnya dapat terjamin.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat mencari upaya 

agar standar kehidupannya “sejahtera”, hal tersebut tentu harus dilakukan 

dengan berinteraksi antara manusia dengan manusia lainnya atau antar 

masyarakat. Dahulu, yang dapat dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi 

dan memenuhi kebutuhan untuk hidup sejahtera adalah dengan sistem barter 

yang pada intinya penukaran barang. Dalam sistem barter ini dirasakan tidak 

efektif akan pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat, karena apabila dalam

1
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menukarkan barang seringkali barang yang ditukar tidak seimbang dengan 

yang apa yang ingin kita dapatkan.

Oleh karena peradaban manusia semakin berkembang maka sistem 

barter ini dirasakan sudah tidak cocok lagi untuk memenuhi hidup sejahtera, 

sehingga upaya lain dilakukan dengan menciptakan suatu benda yang modem 

yang digunakan sebagai alat pembayaran yang disebut dengan uang. Dengan 

terciptanya uang maka tingkat perekonomian dan juga tingkat kesejahteraan 

manusia menjadi semakin maju.

Akan tetapi manusia tidak puas hanya dengan alat pembayaran seperti 

uang tersebut, karena muncul berbagai kendala baik dari segi keamanan, 

kenyamanan dan bahkan kemudahan atau praktis. Maka dibuatlah suatu alat 

pembayaran yang lebih modem daripada uang yang dapat memberikan 

keamanan, kenyamanan, dan kemudahan disebut dengan Kartu Kredit atau 

istilah asingnya Credit Card. Kartu kredit hanya merupakan piLihan bagi 

manusia untuk menilai sebuah tawaran dari gaya hidup, menerima atau 

menolak sesuai kebutuhannya1.

Pembuatan kartu kredit ini pertama kali diperkirakan oleh seorang 

pengacara yang kemudian beralih profesi menjadi wartawan, yaitu Edward 

Bellamy, yang mana Edward memprediksikan bahwa uang sebagai alat 

pembayaran akan tergeser dengan kartu kredit, di mana pemegangnya dapat

Johannes Ibrahim, Kartu Kredit - Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, PT. Refika 
Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.
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memenuhi seluruh kebutuhannya dengan menggunakan kartu kredit tersebut, 

dan hal ini dituangkannya dalam sebuah buku yang ditulisnya yang berjudul 

Looking Backward. Prediksi tersebut ternyata dapat dibuktikan dalam waktu 

63 tahun kemudian setelah buku tersebut ditulisnya, dimulai pada tahun 1950 

kemudian terjadi peristiwa di New York, di mana seorang wiraswastawan 

terkenal mengundang mitra bisnisnya untuk makan malam bersama sambil 

membicarakan negosiasi bisnis. Pada saat wiraswastawan ingin membayar 

makanan yang telah disantap pada makan malam tersebut, ternyata 

wiraswastawan tidak dapat membayarnya karena dia tidak membawa 

dompetnya, sehingga dia menjaminkan kartu identitasnya agar 

tersebut dapat menagih ke kantornya. Hal ini kemudian mengilhaminya untuk 

menciptakan mekanisme pembayaran dengan menggunakan kartu yang 

dikenal dengan nama Frank Mc Namara, yang mana bila dibandingkan 

dengan uang tunai lebih praktis. Kartu pertama kali yang diterbitkan adalah 

Dinners Club2 dan keberhasilannya diikuti oleh berbagai industry penerbit 

lainnya.

restoran

Demikian juga di Indonesia, pengguna kartu kredit (Card Holder) 

semakin banyak sehingga diterbitkanlah Surat Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, di mana bahwa 

kartu kredit digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan. Usaha

2Dury (et.al)., sebagaimana dikutip dari buku Johannes Ibrahim, Kartu Kredit - Dilematis 
Antara Kontrak dan Kejahatan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 13.

r
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jasa pembiayaan kartu kredit sangat berbeda dengan usaha pembiayaan 

lainnya, seperti; leasing, factoring, modal ventura dan anjak piutang yang 

pada umumnya badan usahalah yang mendapatkan pembiayaan, sedangkan 

dalam kartu kredit yang mendapatkan pembiayaan adalah konsumen atau 

masyarakat luas, dan yang menerbitkan kartu kredit adalah badan usaha dalam 

hal ini diterbitkan oleh pihak bank dalam bentuk kartu kredit (dikenal dengan 

Bank Card, dalam bentuk “uang plastik”)4 yang berguna sebagai alat 

pembayaran pengganti uang tunai di tempat-tempat tertentu seperti; pasar 

swalayan, hotel, restoran, dan tempat lainnya.

Penerbitan kartu kredit merupakan pemberian fasilitas kredit oleh 

suatu bank penerbit kepada pemegang kartu (card holder) tanpa melalui 

prosedur yang berbelit, dan tidak didasarkan dengan Akta otentik5 cukup 

hanya dengan akta di bawah tangan, dan pemegang kartu kredit juga tidak 

mutlak harus ada jaminan untuk menggunakan kartu kredit, namun pada 

dasarnya pemegang kartu kredit mempunyai rekening di bank.

Dalam penerbitan kartu kredit, sebaiknya kedua belah pihak yakni 

pihak bank dan nasabah haruslah menggunakan hukum perjanjian untuk 

lahirnya perikatan dasar yang terdapat hubungan asli antara kedua belah

3Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2002.

*Johannes Ibrahim., Op.cit., hlm. 12.
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2005, hlm. 122.

r
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pihak6 sebagai landasan penerbitan kartu kredit yang tidak terlepas dari 

diatur dalam KUHPerdata Buku III tentang Perikatan, Bab 

Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Menurut pasal 1313 

KUHPerdata bahwa “Suatu peijanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih”. Jadi pembuatan kartu kredit tersebut telah disetujui oleh kedua belah 

pihak yang didasarkan adanya kesepakatan atau peijanjian.

Perjanjian antara pihak Bank dengan Nasabah, dapat ditandai dengan 

adanya beberapa unsur7 dari kartu kredit, yaitu :

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank atas 

prestasi yang diberikannya kepada debitur yang akan dilunasinya 

sesuai jangka waktu yang diperjanjikan;

2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit 

dan pelunasannya dan jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih 

dahulu telah disepakati bersama antara pihak bank dan debitur;

3. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra 

prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan 

peijanjian pemberian kredit antara Bank dengan debitur berupa 

uang dan bunga atau imbalan;

perjanjian yang

6Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum 
Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada, Yogyakarta, 1982.

Johannes Ibrahim., Op.cit., hlm. 8.

I
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4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka 

waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga 

untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan 

terjadinya wanprestasi dari debitur, maka diadakan pengikatan 

jaminan, tetapi tidak mutlak juga harus ada pengikatan jaminan.

Keempat hal di atas inilah yang menjadi tujuan dikeluarkannya kartu 

kredit yaitu untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan serta kepraktisan, 

sehingga kita tidak perlu membawa-bawa uang tunai dan merasa 

terhadap risiko kehilangan atau pencurian.

Namun karena kepraktisan tersebut, dapat juga menyebabkan berbagai 

pengaruh, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Apabila dilihat 

dari pengaruh positifnya, pembayaran melalui kartu kredit dapat memberikan 

fasilitas kemudahan, praktis, keamanan serta kenyamanan dalam berbelanja, 

karena sistem yang dipakai dalam pembayaran dengan kartu kredit adalah 

“on-line and real-time ”, sehingga bisa dipakai dalam keadaan apapun.

Apabila dilihat dari segi negatifnya, sistem dalam kartu kredit ini

ternyata tidaklah seperti pada kenyataannya, karena pada kenyataannya para

pemegang kartu kredit kadang-kadang juga dirugikan. Seperti pada kasus

yang menimpa seorang card holder yang bernama Beni Patria;

Pemegang kartu kredit Mega Visa dengan nomor 4201 9101 3189 
5XXX, pada pertengahan bulan Juli 2006 berniat untuk membeli cincin 
untuk pernikahan. Saat itu pemegang kartu kredit tersebut membeli cincin 
kawin di toko mas Sinar Jaya di pusat perbelanjaan Bintaro Plaza senilai 
Rp 2.710.000,-. Namun pemegang kartu kredit terkejut ketika akan

aman
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melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit Mega Visa, 
karena kartunya ditolak. Padahal limit di kartu Mega Visa pemegang kartu 
kredit itu masih cukup banyak karena sebelumnya baru dipakai sebesar 
Rp. 600.000,- saja. Pemegang kartu kredit langsung menghubungi petugas 
call center Mega Visa saat itu juga. Ketika pemegang kartu kredit 
menanyakan mengapa kartunya ditolak, petugas call center tersebut 
mengatakan bahwa mulai bulan Juni 2006, kartu Mega Visa tidak dapat 
digunakan untuk transaksi di toko mas, toko elektronik (seperti 
handphone) dan tarik tunai. Pemegang kartu kredit berpikir, buat apa 
memiliki kartu kredit kalau tidak bisa digunakan di semua merchant dan 
tidak bisa tarik tunai, padahal pemegang kartu kredit sudah mendapat PIN 
sejak lama. Kemudian pemegang kartu kredit mencoba menanyakan 
kembali mengenai kebijakan Bank Mega bahwa kartu kreditnya tidak bisa 
digunakan di toko mas, toko elektronik dan tarik tunai. Namun petugas 
tetap mengatakan bahwa kartu kredit tersebut bisa digunakan di mana

8saja,

Dari contoh kasus tersebut dapat dikatakan bahwa pembayaran dengan

kartu kredit masih menimbulkan banyak kelemahan, yang mana dalam contoh

kasus di atas card holder tidak dapat berbelanja karena adanya sistem dalam

kartu kredit yang tidak sesuai dengan sistem pembayaran “on-line and real-

time.

Dalam keadaan tersebut, yang menjadi permasalahan adalah 

perlindungan hukum yang seperti apa yang dapat diterima oleh pemegang 

kartu kredit pada saat pembayarannya ditolak oleh merchant.

8 u
_ Dipermalukan Kartu Kredit Mega Visa”, SUARA MERDEKA, Edisi Sabtu, 15 Oktober 
2005 EKONOMI (skyblue_oke@yahoo.com).

r
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Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka Penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “MEKANISME PENERBITAN

DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU

KREDIT (CARD HOLDER) YANG DITOLAK PEMBAYARANNYA

OLEH MERCHANT”

r
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B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka

permasalahan yang dapat diteliti sebagai berikut.

Bagaimana dasar terjadinya hubungan hukum antara Penerbit kartu 

kredit, Pemegang kartu kredit {Card Holder) dan Merchant?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemegang Kartu Kredit (Card 

Holder) apabila ditolak pembayarannya oleh Merchant ?

Ruang Lingkup

Agar penelitian tidak menjadi terlalu luas, maka ruang lingkup atau 

batasan yang akan diteliti yaitu mengenai hubungan hukum antara para pihak 

ada dalam mekanisme penerbitan kartu kredit yang mana para pihak 

tersebut adalah Penerbit kartu kredit, Pemegang kartu kredit, serta pihak yang 

menjual barang dan jasa dalam hal ini disebut sebagai Merchant dan upaya 

hukum yang akan dilakukan bagi pemegang kartu kredit yang ditolak 

pembayarannya oleh Merchant tersebut. Upaya hukum yang akan dikaji 

adalah perihal dari segi perlindungan hukumnya bagi si pemegang kartu kredit 

atas dasar perjanjian yang telah dibuat atau disepakati antara para pihak serta 

dapat juga dikaji dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen.

1.

C.

yang

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

i
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1. Untuk mengetahui dasar terjadinya hubungan hukum antara Penerbit 

kartu kredit, Pemegang kartu kredit (Card Holder) dan Merchant.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Pemegang Kartu Kredit 

(Card Holder) apabila ditolak pembayarannya oleh Merchant.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis,

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan dalam bidang 

hukum dan menambah perbendaharaan literatur bacaan dibidang 

perbankan khususnya mengenai terjadinya hubungan hukum akibat 

lahirnya perikatan dasar dan perlindungan hukum antara Penerbit kartu 

kredit, Pemegang kartu kredit (Card Holder) dan Merchant.

2. Manfaat praktis,

Diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai 

penggunaan kartu kredit dan perlindungan hukum yang dapat 

memberikan kenyamanan bagi pemegang kartu kredit.

Metode Penelitian

E.

F.

1. Jenis Penelitian

Merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Normatif maksudnya 

hukum yang dikonsepkan menggambarkan sebagai norma atau bersifat 

deskriptif sehingga mutlak memerlukan Kerangka Konsep yang berarti

r
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kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang 

akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti, 

melainkan abstraksi dari gejala tersebut9. Di samping itu juga digunakan 

pendekatan Yuridis empiris yang bertujuan untuk memperoleh data lapangan 

sebagai riset namun hanya sebagai penunjang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer

Merupakan data pendukung yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama yaitu responden atau pihak yang berkaitan langsung 

dengan penelitian berupa informasi dan penjelasannya melalui penelitian 

lapangan (Field Research).

2.

b. Data Sekunder

Merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara meneliti 

bahan-bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (Library Research), 

yang dilakukan secara teliti dan cermat untuk memperoleh data pokok 

yang berupa:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

9Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982,hlm. 132.

r
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b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembagad) Keputusan 

Pembiayaan

e) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK. 013/1988 tanggal 

20 Desember 1988.

f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil 

penelitian, karya ilmiah. Selain itu menurut Soeijono Soekanto 

“Kerangka Konsep dapat ditemukan dan/atau dirumuskan dari ; 

Pandangan para ahli (doktrin), Peraturan Perundang-undangan 

(terabstraksi dalam pasal-pasalnya baik yang bersifat regulative 

maupun substantif)

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

»10

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya seperti ;

kamus, ensiklopedi, internet, media cetak, dan sebagainya.

'°Ibid

r
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Metode Pengumpulan Data3.

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (Field 

Research), sebagai upaya untuk memperoleh informasi atas penjelasan

dari sumber pertama yaitu responden.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan 

ini adalah melalui penarikan sampel yang dilakukan secara Purposive 

Sampling artinya penelitian ini memilih sekelompok subjek atas ciri-ciri 

atau sifat-sifat yang telah diketahui sebelumnya11, dengan pertimbangan

sebagai berikut:

1) pihak yang diteliti memang menangani masalah kartu kredit (credit

card),

2) pihak yang bersangkutan pernah menyelesaikan masalah penolakan

kartu kredit (credit card),

3) pihak yang bersangkutan bersedia untuk diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library 

Research) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan 

untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktin-doktrin hukum, 

asas hukum dan pemikiran hukum secara konseptual berupa literatur

asas-

"Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2003, hlm. 106.

r
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hukum, karya tulis ilmiah tentang hukum, peraturan perundang-undangan

dan lain-lain.

Analisis Data4.

Data primer dan sekunder yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya 

diolah dengan cara dideskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Analisis data

dilakukan secara Deskriptif Analisis Kualitatif dengan harapan akan didapat

suatu gambaran yang jelas tentang pemecahan permasalahan yang dibahas

melalui uraian yang sistematis. Dari uraian tersebut akan ditarik suatu

kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam

skripsi ini.

r
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